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BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PETA BATAS DESA KUALA SATONG

KECAMATAN MATAN HILIR UTARA KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan memberikan
pelayanan yang optimal kepada masyarakat, perlu kepastian
hukum mengenai batas wilayah administrasi penyelenggaraan
urusan pemerintahan;

bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang Nomor
181/BPM,PD,P & KB-C/2014 tentang Penetapan Batas Desa
antara Desa Kuala Tolak Dengan Desa Laman Satong
Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang, Berita Acara
Kesepakatan antara Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten
Ketapang Provinsi Kalimantan Barat tanggal 16 Juni 2021 dan
Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Laman Satong
dengan Desa Kuala Satong Kecamatan Matan Hilir Utara tanggal
6 Maret 2023, telah memenuhi syarat untuk mengesahkan batas
Desa Kuala Satong Kecamatan Matan Hilir Utara dengan desa-
desa lain di sekitarnya untuk ditetapkan menjadi Peta Batas
Desa Kuala Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten
Ketapang;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9, Pasal 16 ayat (2) dan
Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45
Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas
Desa, Peta Batas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Kuala Satong
Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1965 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor
27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang...



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta
Skala 1 : 50.000, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta
Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 92);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Peningkatan Status Desa dan Pembentukan Desa di
Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang
Tahun 2009 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 118):
MEMUTUSKAN...



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KUALA
SATONG KECAMATAN MATAN HILIR UTARA KABUPATEN
KETAPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ketapang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.

3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di
Kabupaten Ketapang.

4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui
dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan
batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati dan
dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang
dapat dilakukan dengan metode kartometrik / atau survei di lapangan yang
dituangkan dalam bentuk peta batas Desa dengan daftar titik-titik koordinat
batas Desa.

9. Pengesahan Batas Desa adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari
persetujuan bersama Peta Batas Desa hasil penetapan batas dan / atau hasil
penegasan batas, yang dilanjutkan dengan proses rancangan Peraturan
Bupati, dan penetapan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa, dan
/ atau Peta Batas Desa.

10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa
yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada
permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir / punggung
gunung / pegunungan, median sungai dan / atau unsur buatan di
lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis
lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu orang,
lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi, di lapangan atau bumi dalam
peta.

12. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat
batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik
dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

13. Garis lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu
titik dengan garis khatulistiwa, titik di selatan dinamakan lintang selatan
yang selanjutnya disingkat LS.

14. Garis...



14. Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di bumi
yaitu Greenwich di London Britania Raya yang merupakan titik 0° (nol
derajat) atau 360° (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara
internasional, titik di timur O° dinamakan bujur timur yang selanjutnya
disingkat BT.

15. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan
unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan
transportasi.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penetapan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi
pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas
wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Penetapan Batas Desa Kuala
Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Luas wilayah Desa Kuala Satong adalah £75,09 Km? dengan batas sebagai

berikut :

a. sebelah wutara berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara Provinsi
Kalimantan Barat;

b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Laman Satong Kecamatan Matan
Hilir Utara;

c. sebelah selatan berbatasan dengan muara Sungai Satong; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Karimata.

Pasal 5

(1) Penetapan Batas Desa Kuala Satong Kecamatan Matan Hilir Utara
Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Kayong
Utara Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a dimulai dari TK 61.04.01.2014-61.11-001 dengan koordinat 1° 21'
46,530" LS dan 110° 4' 7,811" BT yang merupakan Pantai, lalu dilanjutkan
mengarah ke barat menyusuri sungai sampai pada TK 61.04.01.2014-
01.2015-61.11-000 dengan koordinat 1° 21' 16,569" LS dan 110° 10
12,193" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kuala Satong,
Desa Laman Satong dan Kabupaten Kayong Utara.

(2) Penetapan...



(2) Penetapan Batas Desa Kuala Satong Kecamatan Matan Hilir Utara dengan
Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf b, sebagai berikut :

(3)

(4)

a.

dimulai dari TK 61.04.01.2014-01.2015-61.11-000 dengan koordinat 1°
21' 16,569" LS dan 110° 10' 12,193" BT yang merupakan simpul batas
antara Desa Kuala Satong, Desa Laman Satong dan Kabupaten Kayong
Utara, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati hutan sampai
pada TK 61.04.01.2014-01.2015-001 dengan koordinat 1° 21' 17,143" LS
dan 110° 10' 12,059" BT yang terletak pada Petanak — KKU;

.dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sampai pada TK

61.04.01.2014-01.2015-002 dengan koordinat 1° 21' 52,030" LS dan
110° 10' 35,668" BT yang terletak pada Bukit Petanak, lalu dilanjutkan
mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 61.04.01.2014-
01.2015-003 dengan koordinat 1° 22' 37,736" LS dan 110° 9' 43,750" BT
yang terletak pada Bukit Sahi;

. dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK

61.04.01.2014-01.2015-004 dengan koordinat 1° 22' 44,631" LS dan
110° 9' 17,441" BT yang terletak pada Muare Sungai Belauk, lalu
dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sungai sampai pada TK
61.04.01.2014-01.2015-005 dengan koordinat 1° 24' 9,886" LS dan 110°
9' 6,279" BT yang terletak pada Jembatan Melake; dan

. dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sungai sampai pada TK

61.04.01.2014-01.2015-006 dengan koordinat 1° 24' 34,802" LS dan
110° 9' 8,221" BT yang terletak pada Kuale Melake, lalu dilanjutkan
mengarah ke barat daya menyusuri sungai sampai pada TK
61.04.01.2014-01.2015-007 dengan koordinat 1° 25' 37,748" LS dan
110° 7' 33,993" BT yang terletak pada Payak Kapul.

Penetapan Batas Desa Kuala Satong Kecamatan Matan Hilir Utara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terletak di muara Sungai
Satong.

Penetapan Batas Desa Kuala Satong Kecamatan Matan Hilir Utara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, berbatasan dengan Selat
Karimata.

Pasal 6

Daftar nama rupa bumi, titik koordinat dan Peta Batas Desa Kuala Satong
Kecamatan Matan Hilir Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa
bersumber dari :

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; atau

c. sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV...



BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak
ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 29 April 2025

BUPATI KETAPANG,
ttd
ALEXANDER WILYO

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 29 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd

DEDY SHOPIARDI
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2025 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KETAPANG
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MINTARIA, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700703 199903 1 007
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Sumber Peta: - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten
Ketapang Tahun 2024
- Citra Satelit Pour I'Observation de la Terre (SPOT 8) dari Badan Informasi Geospasial tahun 2018
- Data digital Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000
- Hasil pelacakan batas secara kartometrik oleh Desa/Kelurahan Tahun 2024

Riwayat Peta :  Peta batas ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala
Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa tingkat Kabupaten Ketapang




